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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
Rencana Kerja / Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2026 dapat di selesaikan dengan baik sebagai sarana penerapan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Perencanaan Kerja merupakan penjabaran dari Tujuan, Sasaran dan
Program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas
Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 melalui berbagai
program/kegiatan sebagai bahan untuk mencapai capaian atau target kinerja
Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan untuk semua indikator kinerja.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Tahunan Dinas Kearsipan Provinsi
Sumatera Selatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 ini. Semoga
Rencana Kerja yang disusun ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya Good
Governance pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang,  April 2026

Kepala Dinas Kearsipan
7+ Provinsi Sumatera Selatan
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 GAMBARAN UMUM

Arsip merupakan bahan bukti pertanggungjawaban pemerintah masa
lalu baik bersifat pembangunan-pembangunan fisik maupun mental spiritual
yang kesemuanya tertuang pada lembaran-lembaran tertulis, film, video
dan media-lainnya. Arsip berguna untuk kepentingan generasi yang akan
datang, oleh karena itu pertu diselamatkan dan dilestarikan keberadaannya.
Kehilangan arsip tidak dapat diganti, ia akan hilang selamanya. Usaha
penyelamatan arsip sebagai bukti kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga
Negara, Badan-badan Pemerintahan serta kegiatan yang dilakukan oleh
Badan-badan swasta atau perorangan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga
kearsipan baik ditingkat pusat, provinsi maupun ditingkat Kabupaten/Kota.
Tanpa arsip suatu bangsa akan terperangkap dalam kekinian yang penuh
dengan ketidak pastian, arsip merupakan saksi bisu tak terpisahkan, handal
dan abadi yang memberikan kesaksian terhadap keberhasilan, kegagalan,
pertumbuhan dan kejayaan bangsa.

Dalam konteks ini Daerah sepenuhnya berwenang dan
bertanggungjawab mengelola dan melestarikan arsipnya dengan mengacu
kepada kebijakan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh Arsip
Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta kebijakan Gubernur Sumatera
Selatan melalui Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan
Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera
Selatan. Akan tetapi Kantor Arsip Daerah telah diubah bentuk organisasinya
menjadi Badan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 maka
secara resmi menjadi Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Tetapi
efektif pelaksanaan menjadi Badan Arsip Daerah secara resmi pada awal
tahun 2012 dan merupakan tahun awal pelaksanaan kegiatan untuk Badan

Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
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Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan dibentuk sesuai
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 dan secara otomotis bentuk
organisasi berubah, yang dahulunya merupakan Kantor Arsip Daerah
menjadi Badan Arsip Daerah sehingga volume pekerjaan meningkat. Dan
diakhir tahun 2016 Badan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah
berubah organisasinya menjadi Dinas Kearsipan Berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah diundangkan pada
tanggal 04 Oktober 2016.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan
menggantikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kearsipan, maka diperlukan untuk menjamin ketersediaan
arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin pelindungan kepentingan
negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem
kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan
prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu
sistem penyelenggaraan kearsipan yang andal.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;




10.

11.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendatian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/S) Tahun 2016
Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedomaan Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan
penetapan kinerja dan pelaporan akuntanbilitas kinerja instansi
pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 nomor 517);

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2019-2023,;

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi
Sumatera Selatan.



1.3 TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS
KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan tupoksi berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 51 Tahun 2016.

I. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam rangka
menyelenggarakanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Provinsi di bidang kearsipan.Untuk melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. Penyusunan kebijakan program Dinas Kearsipan;
b. Pembinaan di bidang kearsipan;
c. Penyelenggaraan penunjang pelaksanaan Pemerintahan Provinsi di
bidang kearsipan;
. Penyelenggaraan dan pengelolaan arsip Inaktif;
. Penyelenggaraan akuisisi, pengolahan dan pelestarian arsip statis;
Penyelenggaraan informasi dan jaringan informasi kearsipan statis;
. Pembinaan tenaga fungsional arsiparis;
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Pembinaan pengelolaan arsip kepada perangkat daerah, lembaga
pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan dan masyarakat;
i. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan
barang milik negara/daerah;
j. Pembinaan lembaga kearsipan provinsi dan kabupaten/kota;
k. Pelaksanaan tugas kedinasaan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
II. Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan wurusan di bidang
perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian, rumah tangga dinas,
perlengkapan dan hubungan masyarakat serta urusan fasilitasi lainnya.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat
mempunyai fungsi :



a. Pelaksanaan pengurusan dan pengendalian tata naskah dinas;

b. Pengaturan penataan, penyimpanan, pemeliharaan, pengolahan dan

penyajian arsip dinamis menjadi informasi publik serta penyusutan

arsip dan penyiapan penyerahan arsip statis;

c. Perumusan rencana dan program Dinas Kearsipan,

d. Perumusan anggaran dan pengelolaan keuangan;

j.

Pelaksanaan administrasi surat, kepegawaian, hukum, dan
kearsipanserta perjalanan dinas;

Pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan dan
keamanan kantor;

Pengelolaan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang
milik negara/daerah;

Pelaksanaan kegiatan di bidang hukum, hubungan masyarakat dan
protokol;

Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat, membawahi

1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Mempunyai tugas :

a. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan program
kegiatan;

b. Melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kearsipan;

c. Melakukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP);

d. Mengelola data kegiatan untuk bahan penyusun laporan atas
pelaksanaan program kerja, dan

e. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.



2. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

a. Mengerjakan urusan administrasi keuangan dan perjalanan dinas;

b. Melakukan urusan kas dan gaji pegawai,

¢. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pengelolaan keuangan;

d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan
kegiatan serta mengelola data kegiatan untuk bahan penyusunan
laporan atas pelaksanaan program kerja;

e. Menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan
dan barang; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
a. Megerjakan  administrasi surat menyurat dan  barang
inventaris,
b. Melakukan dan memelihara urusan rumah tangga dan
keamanan kantor;
¢. Mengerjakan urusan administrasi kepegawaian;
d. Mengerjakan urusan perlengkapan, hukum, hubungan
masyarakat dan protokol;
e. Melakukan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan
barang milik negara/daerah;
f. Mengerjakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit
(RKBU)  dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan
g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Pimpinan.
II1. Bidang Pembinaan Kearsipan
Bidang Pembinaan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan
di bidang Pembinaan Kearsipan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pembinaan

Kearsipan mempunyai fungsi :



a. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pembinaan kearsipan;

b. Penyiapan bahan penyusunan kebutuhan dan peningkatan kualitas
sumber daya manusia kearsipan;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan kearsipan;

d. Pelaksanaan bimbingan, supervisi dan Kkonsultasi pelaksanaan
kearsipan;

e. Pelaksanaan sosialisasi kearsipan,

f. Pelaksanaan, pemantauvan dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan;

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pembinaan Kearsipan membawabhi :
1. Seksi Pembinaan Arsip Perangkat Daerah, mempunyai tugas :

a. Melakukanperencanaan, bimbingan dan koordinasi penyelenggaraan
kearsipan pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan
kabupaten/kota;

b. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kearsipan pada perangkat daerah
dan iembaga kearsipan daerah kabupaten/kota;

c. Melakukan supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan pada
perangkat daerah dan lembaga kearsipan daerah/kota;

d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

2. Seksi Pembinaan Arsip Perusahaan, Organisasi Kemasyarakatan

/Organisasi Politik dan Masyarakat, mempunyai tugas :

a. Melakukan perencanaan, bimbingan dan koordinasi pelaksanaan
kearsipan pada perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi
politik dan masyarakat;

b. Melakukan sosialisasi kearsipan pada perusahaan, organisasi
kemasyarakatan/ organisasi politik dan masyarakat;

c. Melakukan pemantauan, supervisi dan evaluasi pelaksanaan kearsipan
pada perusahaan, organisasi kemasyarakatan/organisasi politikk dan
masyarakat; dan

d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.



3. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia Kearsipan, mempunyai

v

tugas:

a,

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis peiaksanaan
bimbingan;

. Melakukan bimbingan dan konsultasi terhadap sumber daya manusia;
. Melakukan pengendalian di bidang perencanaan kebutuhan jabatan

fungsional arsiparis di daerah;

. melakukan bimbingan dan konsuitasi sumber daya manusia kearsipan

dan pengelola data, evaluasi fungsi dan tugas jabatan fungsional
arstparis; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pengawasan Kearsipan

Bidang Pengawasan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan

di bidang pengawasan kearsipan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan

kearsipan mempunyai fungsi :

a.
b.
C.

Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan kearsipan;
Penyusunan perencanaan program pengawasan Kearsipan;

Pelaksanaan audit kearsipan pada perangkat daerah dan lembaga
kearsipan daerah kabupaten/kota;

. Pelaksanaan penilaian hasil pengawasan kearsipan;
. Pelaksanaan monitoring hasil pengawasan kearsipan; dan

f. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengawasan Kearsipan membawabhi :

1. Seksi Pengawasan Arsip Perangkat Daerah, mempunyai tugas :

a. Menyusun perencanaan pengawasan kearsipan pada perangkat
daerah dan lembaga kearsipan daerah di kabupaten/kota;

h. Melakukan audit kearsipan pada perangkat daerah dan lembaga
kearsipan daerah di kabupaten/kota;



c. Melakukan penilaian hasil pengawasan kearsipan pada perangkat
daerah; dan
d. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

2, Seksi Pengawasan Arsip Perusahaan, Organisasi

Kemasyarakatan/Organisasi Politik, mempunyai tugas :

a. Menyusun perencanaan pengawasan kearsipan pada perusahaan

dan organisasi kemasyarakatan/organisasi  politik;

b. Melakukan audit kearsipan pada perusahaan dan organisasi
kemasyarakatan/organisasi politik;

c. Melakukan  penilaian hasil  pengawasan  kearsipan pada
perusahaan dan organisasi kemasyarakatan/organisasi politik;

d. Melakukan monitoring hasil pengawasan  kearsipan pada
perusahaan dan organisasi kemasyarakatan / organisasi politik;

e. Melaksanakan tugas kedinasan {ainnya vyang diberikan oleh
Pimpinan.

V. Bidang Pengelolaan Arsip

Bidang Pengelolaan Arsip mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

arsip dinamis dan arsip statis.

Untuk melaksanakan tugas sebaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan

Arsip mempunyai fungsi :

d.

Melakukan pembinaan pada unit pencipta dalam menyampaikan daftar
arsip kepada unit kearsipan paling lama 6 (enam) bulan setelah
pelaksanaan kegiatan;

Menyediakan dan mengelola arsip inaktif untuk kepentingan
penggunaan internal dan kepentingan publik;

Melakukan pemeliharaan arsip inaktif melalui penataan, pendataan dan
penyimpanan arsip inaktif;

Melakukan pengaturan fisik arsip dan penyusunan daftar arsip inaktif;
Melakukan pemindahan arsip inaktif di lingkungan organisasi
pemerintah daerah;



f. Mengusutkan pemusnahan arsip; dan

g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Pengelolaan Arsip membawahi :

1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis, mempunyai tugas :

d.

Melakukan pembinaan pada unit pencipta arsip dalam
menyampaikan daftar arsip aktif kepada unit kearsipan paling
lama 6 (enam) bulan setelah pelaksanaan kegiatan;

Menyediakan dan mengelola arsip inaktif untuk kepentingan
penggunaan internal dan kepentingan publik;

Melakukan pemeliharaan arsip inaktif melalui penataan, pendataan
dan penyimpanan arsip inak:tif;

. Melakukan pengaturan fisik arsip dan penyusunan daftar arsip

inaktif;

Melakukan pemindahan arsip inaktif di lingkungan organisasi
pemerintah daerah;

Mengusutkan pemusnahan arsip; dan

Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

2. Seksi Akuisisi dan Pengelolaan Arsip Statis, mempunyai tugas :

d.

=@ Mmoo a0 g

Melakukan monitoring, penilaian dan verifikasi terhadap fisik arsip
dan daftar arsip;

Melakukan persiapan penetapan status arsip statis;

Melakukan persiapan penyerahan arsip statis;

Menerima fisik arsip dan daftar arsip statis;

Melakukan penataan informasi arsip statis;

Meiakukan penataan fisik arsip statis;

Menyusun daftar dan inventaris arsip statis;

Melakukan penelusuran arsip statis pada perangkat daerah; dan
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya vyang diberikan oleh

pimpinan.
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3. Seksi Preservasi Arsip, mempunyai tugas :

a.

Melakukan penyimpanan, pemeliharaan dan perlindungan arsip
statis;

Melakukan perawatan dan perbaikan arsip statis serta
penyelamatan arsip statis akibat bencana;

¢. Melakukan alih media dan reproduksi arsip statis;

d.
e.

Melakukan pengujian autensitas arsip statis; dan
Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

V1. Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip mempunyat tugas melaksanakan

layanan dan pemanfaatan arsip.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Layanan dan

Pemanfaatan Arsip mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis layanan dan pemanfaatan bidang

kearsipan;
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Pelaksanaan layanan informasi arsip;

Pelaksanaan pemanfaatan arsip statis;

Pelaksanaan pelayanan arsip konvensional dan digital;

Pelasanaan layanan masyarakat sadar arsip; dan

Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip membawabhi ;

1. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip, mempunyai tugas :

a.
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Melakukan layanan arsip statis;

Menyiapkan penyaijian informasi data kearsipan;

Meyiapkan bahan dalam rangka penerbitan naskah sumber arsip;
Melakukan pameran arsip statis;

Melayani pengaduan masyarakat tentang kearsipan;

Membuat laporan hasil kegiatan pemanfaatan kearsipan;
Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.
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2. Seksi Sistem Informasi Kearsipan, mempunyai tugas :

a. Menyiapkan jasa informasi kearsipan kedalam sistem informasi
kearsipan;

b. Menyajikan data informasi kearsipan;

c. Mengunggah data informasi kearsipan kedalam sistem informasi
kearsipan;

d. Menyediakan akses dan layanan informasi kearsipan melalui
Jaringan Informasi Kearsipan Daerah (JIKD);

e. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan
Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) dan Jaringan Informasi
Kearsipan Daerah (JIKD) dan menyampaikan hasilnya kepada Pusat
Jaringan Nasional; dan

f. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
pimpinan.

VII. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Kearsipan sesuai
dengan keahlian yang dimiliki.

2. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3. Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Kerja (Renja) yang dilakukan secara partisipatif merupakan
wahana untuk mencapai kesepakatan dan memantapkan komitmen satuan
kerja. Untuk itu kinerja harus memuat spesifikasi yang jelas dan dapat
dijadikan sebagai dasar akuntabilitas atas prestasi yang telah disepakati
dalam komitmen kinerja.
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1.5

1.6

Para Pimpinan satuan unit pelayanan / bidang lingkup Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya dituntut professional dalam
melaksanakan misi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, akan tetapi
juga dituntut lebih akuntabel, dalam pengertian tidak hanya memenubhi
standar atau spesifikasi dalam komitmen kinerja, tetapi jauh dari itu,
sepanjang sumber daya yang dipercayakan kepadanya dapat digunakan lebih
efektif dan efisien lagi.

Suatu tujuan dalam misi tersebut dalam prakteknya dicapai dengan
usaha dari beberapa satuan unit pelayanan/bidang, oleh karena itu,
Pimpinan satuan unit pelayanan/bidang harus dibebani tanggung jawab
untuk memenuhi target-target kinerja dan di imbangi dengan pemberian
kewenangan dan sumber daya yang memadai.

MANFAAT RENCANA KERJA (RENJA)

Rencana Kerja 2027 mempunyai manfaat sebagai berikut :

1. Menghubungkan RPIJMD, Renstra, Rencana Tindak, maupun Perencanaan
Operasional yang terinci;

2. Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai
pengganggaran;

3. Memudahkan melakukan pengukuran kinerja;

4. Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja, melancarkan
mekanisme umpan balik peningkatan kinerja;

5. Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit
pelayanan;

6. Memudahkan dalam membantu spesifikasi kontrak untuk pembayaran
kepada pihak yang diberi pekerjaan berdasarkan pencapaian kinerja.

KETERKAITAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPIJMD) DENGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD)
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan menggambarkan tujuan jangka
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1.7

1.8

menengah, sasaran tahunan, dan indikator kinerja sasaran. Dokumen
tersebut menjadi dasar bagi usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan
kinerja di organisasi dan kerangka untuk perencanaan kinerja dan rencana
anggaran.

Perencanaan Kinerja yang sumber dananya berasal dari APBD,
sasaran kinerja menjadi bahan utama dalam menyusun dokumen rencana
kerja anngaran, yang pada akhirnya menjadi dokumen Arah dan Kebijakan
Umum (AKU) APBD.

KETERKAITAN DENGAN ANGGARAN

Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja tidak terlepas dari
sistem penganggaran dari unit organisasi yang bersangkutan. Kaitan dengan
anggaran tetap harus dipertimbangkan dalam rangka penyesuaian sasaran
dan tujuan serta strategi pencapaiannya dengan perubahan yang terjadi
dalam sistem penganggaran dan ketersediaan anggaran.

SISTEMATIKA RENCANA KERJA (RENJA)

Perencanaan kinerja merupakan wahana untuk membuat dan
melaksanakan strategi-strategi yang lebih rinci untuk itu, target kinerja yang
telah ditetapkan harus diterapkan dalam proses manajemen pemerintahan
sehari-hari. Dengan pola pikir itu, sistematika penyajian Rencana Kerja
(RENJA) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

Bab. I: Pendahtluan menjelaskan secara ringkas gambaran umum Dinas
Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, menjabarkan maksud dan
tujuan, manfa’at penyusunan dan penyampaian RENJA Tahun
2027, keterkaitan RPIMD / RENSTRA, keterkaitan anggaran serta
sistematika RKT.

Bab. II : Rencana Strategis (RENSTRA), menjelaskan muatan RENSTRA
Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan, Visi dan Misi, Isu
Strategis, Indikator Kinerja, Program Kegiatan dan Anggaran Tahun
2027.
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Bab. III: Rencana Kerja (RENJA), menjelaskan Ikhtisar Tujuan, Sasaran
Strategis, Indikator Kinerja, Program kegiatan dan Anggaran Tahun
2027.

Bab.IV : Penutup, Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kerja
Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2027.

Lampiran I : Daftar Usulan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2027.
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BAB I1
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan langkah awal untuk
melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah. Rencana Strategis Dinas
Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan yang memerlukan integrasi antara
keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi
keinginan stakeholder dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan
strategis.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal
merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan
(strenghts), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan tantangan/
kendala (Threat) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat
penting dan merupakan dasar perwujudan Visi dan Misi Strategis Instansi
Pemerintah.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi
pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Maka setiap OPD harus
menyusun Rencana Strategis (Renstra). yang berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPIMD). Renstra disusun
untuk mewujudkan capaian visi dan misi serta tujuan setiap organisasi
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjabarkan
sasaran, program kegiatan dan target kinerja masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan menyusun Rencana

Strategis (RENSTRA) vang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama
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2.2.

kurun waktu Lima tahun yang mengandung visi, misi, tujuan, sasaran,
program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan
anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depannya.
Rencana Strategis (RENSTRA) bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi
kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari
suatu sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan akan berisikan
tentang Misi, Tujuan, Sasaran dan penjabarannya dalam Kebijakan, Program,
Kegiatan dan Sub Kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan oleh Dinas
Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan pada periode tahun 2025-2029 yang
akan menjadi acuan dan pedoman perencanaan pembangunan bidang
kearsipan.

Beberapa landasan hukum yang mendasari penyusunan Renstra Dinas
Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan ini antara lain adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kerasipan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/S] Tahun 2016 Tentang
Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang
Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendatian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

17



2. 3.

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah

7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2019-2023.

8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera
Selatan.

9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 51 Tahun 2016 Tentang
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan Provinsi
Sumatera Selatan.

10. Surat Edaran Nomor 069/SE/BAPPEDA-V/2022 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra
Perangkat Daerah) Tahun 2024-2026.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Renstra Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera
Selatan adalah menyusun perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan
dan dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD)
Provinsi Sumatera Selatan dan sumber dana lain yang akan menjadi acuan
dalam melaksanakan perencanaan pembangunan urusan Kearsipan ditingkat
Provinsi dan Kab/Kota, sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja
Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan dan sebagai acuan dalam
melaksanakan penyusunan, pengendalian dan evaluasi kinerja.

Dalam proses pembuatan Rencana Strategis (Renstra) ini Dinas
Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan berusaha memberikan diskripsi dan
analisis tentang beberapa hal yang dianggap bermanfaat untuk manajemen,
sebagai berikut :

a. Misi, arah dan kebijakan yang akan dicapai dalam kurun Waktu Lima
Tahun kedepan.
b. Menjelaskan langkah strategis yang akan dilakukan organisasi untuk
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mencapai tujuan.

Kerangka dan pedoman untuk merencanakan kegiatan dan alokasi
sumber-sumber ekonomi (anggaran).

Mengembangan iklim organisasi dalam arti meningkatkan profesionalisme
arsiparis sehingga mereka betul-betul mampu berperan aktif untuk
menunjang kegiatan lembaga

Memperbaiki efektivitas dan efisiensi kearsipan. Efektivitas kearsipan
berhubungan dengan kinerja lembaga induk dan keterkaitan bagian/unit
arsip dengan lingkungan eksternal. Efisiensi dalam hal ini berkaitan
dengan kegiatan operasional kearsipan dalam kaitannya dengan faktor
internal seperti metode, prosedur, sistem, dan aturan-aturan tentang
kearsipan dan fungsional arsiparis.

Mengarahkan misi kearsipan ke arah yang jelas.

2.4. ISU-ISU STRATEGIS YANG BERPENGARUH

2.5.

Isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan :

15

Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
(SRIKANDI) dan SIKN/JIKN dalam Pengelolaan dan Layanan Arsip.
Tingkat Kepatuhan dalam penyelenggaraan Kearsipan dan Manajemen
Kearsipan di Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan LKD
Kabupaten / Kota.

Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Pengelola Kearsipan guna
mewujudkan Sistem Tata Kearsipan.

Kelembagaan dan Kebijakan/Regulasi

TUJUAN, SASARAN DAN KEBIJAKAN

1.

TUJUAN

Sebagaimana visi Provinsi Sumatera Selatan “Sumsel Maju, Terdepan dan

Berkelanjutan (MAPAN)” dan misi Provinsi Sumatera Selatan yang

berhubungan langsung dengan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan

terdapat didalam Misi ke enam ™ Meningkatkan Penyelenggaraan Tata
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Kelola Pemerintahan yang baik menuju Pelayanan Publik yang
berkualitas”, maka perlu ditetapkan tujuan Dinas Kearsipan Provinsi
Sumatera Selatan yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran
yang satu dengan lainnya saling terkait. Tujuan Dinas Kearsipan Provinsi
Sumatera Selatan sesuai dengan misi ke enam adalah “Terwujudnya
Penyelenggaraan Tertib Arsip, Transformasi Digital Kearsipan dan Tata
Kelola Pemerintahan yang baik”.

SASARAN

Adapun sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang

akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran,

triwulan dan bulanan adalah sebagai berikut :

Adapun sasaran dari tujuan Penyelenggaraan Tertib Arsip, Transformasi

Digital Kearsipan dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik terdiri atas:

1. Terwujudnya budaya tertib arsip” dengan indikator Indeks/Nilai
Penyelenggaraan Tertib  Arsip. Indeks Budaya Tertib Arsip
mengukur kinerja dalam meningkatkan Pembangunan budaya
tertib arsip pada  Pemerintahan, Perusahaan, dan masyarakat.
Indeks bersifat komposit terdiri atas dimensi;

a. kineja pembangunan untuk meningkatkan tertib arsip
pemerintahan pada aspek kebijakan, pembinaan kearsipan,
pengelolaan arsip, dan sumber daya kearsipan, serta peningkatan
kinerja terkait digitaliasi arsip di pemerintahan,

b. kinerja pembangunan untuk meningkatkan tertib arsip pada non
pemerintahan,

c. kinerja pembangunan untuk meningkatkan budaya tertib arsip
melalui kompetensi SDM kearsipan.

2. Terwujudnya arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya” dengan
indikator ketersediaan arsip. Indeks ketersedian arsip mengukur
kinerja untuk meningkatkan ketersediaan arsip di Unit Pengolah, unit
kearsipan, dan lembaga kearsipan, yang selanjutnya dapat dilayankan
kepada masyarakat.
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3. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan vyang baik dalam
meningkatkan kinerja penyelenggaraan kearsipan” dengan indikator
Indeks Tingkat Digitalisasi Arsip pada Reformasi Birokrasi.

3. KEBIJAKAN

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dan ingin dicapai
oleh Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan maka diperlukan strateqi
pembangunan. Dari strategi tersebut akan dijabarkan dalam kebijakan,
program dan kegiatan selama lima tahun. Strategi merupakan metode
atau teknik yang optimal untuk mencapai suatu target dan tujuan dengan
sebaik-baiknya. Kebijakan merupakan tindakan yang dipilih untuk
menyikapi suatu permasalahan dan mempertajam makna dari strategi dan
menjadi pedoman suatu keputusan dalam arah yang mendukung strategi.
Program adalah tindakan dan langkah yang diambil untuk menjabarkan
strategi. Kegiatan adalah tindakan nyata yang akan dilakukan dalam
mewujudkan program.

Strategi yang akan diterapkan yakni :
Strategi yang akan diterapkan untuk mewujudkan sasaran :

1. Terwujudnya budaya tertib arsip” meliputi:
a. Penguatan tata kelola kearsipan pemerintah melalui strategi:

1) Meningkatkan kapasitas arsiparis/ Pengelola Arsip untuk
mengolah arsip dalam konten, konteks, dan mengembangkan
arti yang terkandung dalam arsip menjadi sumber
pengetahuan.

2) Meningkatkan sistem manajemen, mekanisme Kkerja, dan
kapasitas organisasi kearsipan, serta mendorong pemenuhan
sarana dan prasarana sesuai standar penyelenggaraan
kearsipan pada seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan
Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
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3)

4)

5)

Mengembangkan mekanisme evaluasi dan pengendalian dalam
pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan pada Perangkat
Daerah  Provinsi dan Lembaga Kearsipan Daerah
Kabupaten/Kota sesuai lingkup dan indikator pencapaian.

Pelaksanaan  pengawasan atau pengukuran  Kinerja
penyelenggaraan kearsipan dengan instrumen yang telah
ditetapkan ANRI untuk menjamin tindaklanjut perbaikan yang
lebih terukur, namun tetap dengan hasit sesuai kondisi nyata
penyelenggaraan kearsipan pada pemerintahan.

Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder
dalam rangka membangun ekosistem kearsipan sesuai kaidah
ketatakelolaan yang baik dan saling sinergi di dalam
pemerintahan.

Penguatan tata kelola kearsipan non pemerintah melalui strategi:

1)

2)

3)

Mengembangkan kerjasama dan peran serta masyarakat dalam
menyiapkan sumber daya kearsipan melalui penyuluhan sadar
tertib arsip, penguatan organisasi profesi kearsipan, serta
berbagai upaya peningkatan peran masyarakat lainnya dalam
penyelenggaraan kearsipan di luar pemerintah.

Meningkatkan sistem manajemen, mekanisme kerja, dan
kapasitas organisasi kearsipan, serta mendorong pemenuhan
sarana dan prasarana sesuai standar penyelenggaraan
kearsipan pada Perguruan Tinggi, Sekolah, Ormas/Orpol serta
BUMD.

Mengembangkan berbagai cara pembelajaran kearsipan pada
masyarakat atau komunitas, baik itu dilakukan dalam suatu
forum maupun rekaman singkat yang dapat disampaikan dalam
berbagai media sosial.
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¢. Percepatan digitalisasi arsip melalui strategi:

1)

2)

3)

Membangun komitmen pimpinan Daerah untuk meningkatkan
investasi dalam pengembangan budaya digital di lembaga
kearsipan maupun pencipta arsip.

Mengembangkan dan mengkoordinasikan dengan Perangkat
Daerah dan BUMD untuk membuat arsip secara digital dalam
rangka beralih ke budaya dan proses kerja secara digital.

Meningkatkan Implementasi SRIKANDI dalam penyelenggaraan
birokrasi dan fungsi pemerintahan, dengan terus melakukan
pendampingan bagi Perangkat Daerah Provinsi dan Lembaga
Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota yang belum menerapkan
SRIKANDI.

2. Terwujudnya arsip yang autentik, utuh, dan terpercaya” dengan

indikator ketersediaan arsip” meliputi:

a. Peningkatan Ketersediaan Arsip melalui strategi:

1)

2)

3)

4)

Melakukan pemetaan atas potensi sumber arsip untuk
melengkapi khazanah dan untuk dapat melakukan  akuisisi
atas arsip yang dimiliki oleh berbagai pihak.

Mengoptimalkan akuisisi arsip tematis dan dokumentasi
terhadap arsip yang ada.

Mengoptimalkan Wawancara Sejarah Lisan untuk melengkapi
informasi sejarah yang tidak ditemukan dalam arsip.

Peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan kinerja
periindungan dan pelestarian arsip, serta pendampingan

percepatan alihmedia arsip sebagai akselerasi layanan arsip kepada

masyarakat melalui akses digital.

b. Peningkatan Pelayanan Arsip dan Pemanfaatan Informasi Kearsipan

melalui JIKN melalui strategi:
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1) Mengembangan kemitraan dengan pemangku kepentingan
(pemerintah dan non pemerintah), untuk eksplorasi
pengembangan khazanah kearsipan.

2) Khazanah kearsipan dapat diperluas layanannya tidak hanya di
lembaga kearsipan, namun mendorongnya untuk digunakan
datam pendidikan, pelatihan, penelitan maupun aktivitas
keilmuan lainnya.

3. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik dalam meningkatkan

kinerja penyelenggaraan kearsipan, melalui strategi:

1)

2)

Penciptaan tata kelola yang efektif dan efisien yang diarahkan
untuk  meningkatkan kemampuan  Pemerintahan  Provinsi
Sumatera Selatan dalam transformasi Digital penyelenggaraan

Kearsipan.

Peningkatan implementasi SPBE terintegrasi, serta penerapan
TIK dalam manajemen internal.

Kebijakan pembangunan Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan untuk

mengatasi tantangan dan masalah yang menghambat proses dan kinerja serta

mendayagunakan peluang yang tersedia untuk memenuhi kekurangan-

kekurangan dan peningkatan kegiatan yang sudah berjalan. Adapun kebijakan

pembangunan kearsipan dimaksud :

1. Pembangunan Kearsipan diarahkan dengan pengadaan sarana dan

prasarana yang sesuai dengan standar Penyelenggaraan Kearsipan.

2. Pembangunan kearsipan diarahkan untuk mendorong pemerintah agar

menciptakan budaya tertib arsip.

3. Pembangunan kearsipan diarahkan agar Pemerintah Daerah/BUMD dapat

menyerahkan arsip sejarah maupun statis ke Lembaga Kearsipan Daerah.

4. Pembangunan kearsipan diarahkan agar meningkatkan kemampuan teknis

dan Fungsional bidang kearsipan.
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Pembangunan kearsipan diarahkan agar pemerintah masyarakat
mengetahui betapa pentingnya arsip sebagai sumber informasi dan
pertanggungjawaban pemerintah.

Menyelamatkan dan melestarikan arsip-arsip bernilai sejarah serta
menambah khasanah arsip pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera
Selatan yang dilakukan melalui penyerahan resmi dari lembaga pencipta
atau pusat arsip organisasi yang bersangkutan melalui proses/prosedur
resmi.

Selalu proaktif dan rutin melakukan akuisisi arsip ke Dinas/Kantor/Badan
yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi untuk mengecek adanya arsip
statis

Promosi mengenai Layanan Kearsipan melalui brosur, website atau media
periklanan yang lain.
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BAB III
RENCANA KERJA

3.1. Program, Kegiatan dan Anggaran

Program/Kegiatan pada Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan
Tahun 2026 terdiri dari 3 Program, 12 Kegiatan, 36 Sub Kegiatan dan untuk
menunjang pencapaian sasaran tersebut didukung anggaran yang bersumber
dari APBD dengan jumlah Anggaran Rp. 17.084.418.405,- (Tujuh belas
milyar delapan puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu
empat ratus lima rupiah). Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2026 ini meliputi
tujuan, sasaran, indikator kinerja, program, kegiatan, sub kegiatan dan
anggaran yang dapat di uraikan sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
I. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
1. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
II. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
8. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD
II1. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
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IV. Administrasi Umum Perangkat Daerah
10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor
11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan
15. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
16. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
V. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
17. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
VI. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
19. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
20. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
VII. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
21.Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
22.Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
23.Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

II. Program Pengelolaan Arsip
VIII.Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi
24.Penyusutan Arsip Dinamis
25.Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis
26.Pemilihan Arsip Teladan
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IV | Administrasi Umum Perangkat Daerah 450.868.995 100 %
Penyediaan Komponen Instalasi
4 Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.000.000 35 Paket
12 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan 20.000.000 35 Paket
Kantor
13 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor 85.000.000 2040 paket
14 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.000.000 40 paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
15 Perundang-undangan 15.868.995 1500 dokumen
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
16 Konsultasi SKPD 200.000.000 75 laporan
Pengadaan Barang Milik Daerah
y Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 455.709.086 100 %
17 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 343.820.750 17 unit
Pengadaan Mebeler 111.888.336 54 unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
VI Pamarintah Daarah 678.131.271 100 %
18 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000 100 Laporan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
19 s [isirlic ! 475.131.271 12 Bulan
20 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 200.000.000 12 Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah
o Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah O1%:000,000 AN
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan ;
2l Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 215,000,000 13 it
Jabatan
22 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 200.000.000 70 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
23 Bangunan Lainnya 199.000.000 2 Gedung
11 Program Pengelolaan Arsip 859.640.000 100 %
VIII Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi 439.000.000 100 %
24 | Penyusutan Arsip Dinamis 18.000.000 1500 Lembar
25 | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis 18.000.000 1.500 Lembar
26 | Pemilihan Arsip Teladan 27.000.000 6 Orang
27 | Pembinaan Kearsipan Kewenangan Provinsi 54.000.000 66 Laporan
28 | Penyusunan Database Arsiparis 27.000.000 60 Orang
Penyelenggaraan Pengawasan Kearsipan yang
2 menjadi kewenangan provinsi 250.000.000 67 Lembaga
30 Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib 45.000.000 7 OPD dan 3 BUMD

Arsip
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IX | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi 153.140.0000 100 %

31 | Akuisisi Arsip Statis 76.500.000 150 Arsip

32 Akqisisi, Rengolahan, Preservasi dan Akses 76.640.000 150 Arsip
Arsip Statis
Pengelolaan Simpul Jaringan Dalam

X Sistem Informasi Kearsipan Nasional 267.500.000 100 %
Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan

33 | Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui 200.000.000 5.000 pengguna
JIKN -
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan

34 Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi 67.500.000 58 laporan

;| Program Perlindungan dan 117.836.065 100 %

Penyelamatan Arsip

Pemusnahan Arsip dilingkungan
XI | Pemerintah Daerah Provinsi yang 90.836.065 100 %
memiliki Retensi di bawah 10 Tahun

Pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki

retensi dibawah 10 (sepuluh)tahun 59.336.065 1.500 arsip

Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan
35 | Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di 31.500.000 1.500 arsip
Bawah 10 (Sepuluh) Tahun

Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip
XII | Alih Media yang Dikeloia Oleh 27.000.000 100 %
Lembaga Kearsipan Provinsi

Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip

36 | sesuai Persyaratan Penjarminan 27.000.000 150 Arsip
Keabsahan Arsip
JUMLAH 14.849.083.635

3.3, ISU-ISU STRATEGIS
1. Isu Strategi

Dinas Kearsipan Provinsi Sumatera Selatan merupakan perangkat
daerah yang menlenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan
mendukung tercapainya vis pembangunan “Sumsel Maju Terus Untuk
Semua” dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPIMD)
2025-2029. Dokumen RPIMD tersebut menjadi pedoman arah kebijakan,
strategi dan program pembangunan daerah yang selaras dengan
kebijakan nasional serta menjadi dasar perencanaan lima tahunan guna
meningkatkan kualitas tata keiola pemerintahan, pelayanan publik dan
akuntabilitas. Dalam kerangka tersebut, dinas kearsipan berperan dalam
pembinaan, pengelolaan, pengawasan, layanan dan pemanfaatan arsip
yang autentik, andal dan bberkelanjutan sebagai bagian integral dari
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BAB IV
PENUTUP

Terwujudnya pencapaian perencanaan kinerja dalam hal ini Rencana
Kerja/Rencana Kerja Tahunan merupakan tujuan dari penerapan Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Proses Pencapaian target dalam Rencana Kerja (RENJA) perlu dipantau
secara rutin dan teratur sehingga target dapat diprediksi dan di evaluasi sedini
mungkin. Evaluasi dimaksudkan untuk mendeteksi apabila target yang ingin
dicapai masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam
melaksanakan visi dan misi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.

Rencana Kerja (RENJA) / Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 ini
diharapkan dapat menjadi acuan dalam peningkatan kinerja Dinas Kearsipan
Provinsi Sumatera Selatan.

Palembang,  April 2026

Kepala Dinas Kearsipan
Pravinsi Sumatera Selatan

&

N4 Zuikarnain., SE., MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 196902221993031001



TABEL

DAFTAR USULAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2027
DINAS KEARSIPAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Permendagri 90 Tahun 2019

Rencana Tahun 2026 Rencana Tabhun 2037
(Kemendagri 050-3708) Indikator Kinerja Priorit Kegistan Prioritas
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s i ot Rencana Tahun 2026 Rencann Tahun 2027
Kode Program dan - o Ettaling
e fostensel Daerah Nasional
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Pemeliharaan Peralatan dan Mesin | Jumiah Peralatan dan Mesin Palembanyg, Sumesl, Luar ; APBD nparatar, kapasites fakal, Memperkuat Memori
2.24.01.1.09.06 + 2 248.503.514 Sumeel, Luar 70 Uit 700.000.000 Pty iy 8 e
Lainmya yang Dipelihara Dmerah Dasrah [ akuntabilitan seria pem Tats Eslain
Sisan tukalegh ot
meunju pelaynnan publi yang.
| Barkcnlitan
Honi pemyelengan
van tata kelols pemeriatnban
] Tranaformani
umlah Oedung Kater dan . ol Untuk
ilitni el t Mamori
Pemeliharaan| Rehabilitasi Gedung h Palembang, Sumsel, Luar 2 199.000.000 APBD ) Impeniian: st Mg
2.24.01.1.09.09 7 Lainaya yang 198.500,000 Sumsel, Luar Cedung i -
Eastor dan Bangunen Lainnys Digalihara/ Dirakabilitasi Duerah Daaraly mmmr— x.u::r.m.- n
anfutnen teknolog informani
mesui bk yang Pamerintahas
Mot penyelengga
ruan tala koliln prmerstalan Tramse
mm,_ detvelany ipan Untuk
Prlembang. s
Sumsel, Luar parntier, knpasisne fakal, Memperkunt Memori
02:24:02 Program Feagelolaan Arsip h Dok 592.843.000 Sumsel, Luar i bt iotanrad APBD | rucn porncni dan Holektl! Bangam dan
Program Pengeloinan Arsip Daerab akuntabilitan anrta pess Tata Kelola
fatnan winologi imformasi
i plits il yaug | | ToSrintuban
Ml penyelengga
sy ke lonlil "
y“h&‘-d.lhﬁpnlnm by
Palembang -
s Finkeal, M it Meomori
2.94.02:1.00 || Peeina vy isinls Pongelolaan Arsip Dinamis Nasent, ot 331,000,000 Sumsel, Luar | 100% 439.000.000 APBD | e e e e
Proviash Dok Dasrab alcuntablitas sersa pem Tata Kelola
anfntann teknslogl
et e Gk i Pemerintaban
eclalitan
Meni ngkatiom
s bt kelals primetintaban
,qn_.n-:'mm'-m ”‘.““"‘;::‘
Arsip Th i : 0 itnn fiakal Mam, t Memorl
2,24.02.1.01.04 |Penyusutan Arsip Dinamis ‘mm Dinszis yunig Palinny, S, Lune 12,500,000 Sumsel, Luar 650 arsip 18,000,000 App | o "'W'::“ "‘:ﬂ_h
Duerab Daerah skuntabiitas sarts pem Tats Eeloln
-mnhw-in-’wﬁﬁm Pemerintahan
iy keolola pemerintahan
FRAD tata
B Trassformas
- o, Az mms s o g Tntuk
- Pelakmanann Alih Medin Arsip % Palembang, Sumsel, Luar - knpasitan Galkal, Memperkuat
2.24.02.1.01.05 | g : yang dinkhmediakan dan Sumnsel, Luar £
Dinamis dan Autentikasi i dositikant Duerah --p--dm"- ;.u::;mum
mudatamn toknulog
mesni alpimen bl yasg Pemerintmhan
barkuaitas
Memsi nglacian penysieoggs
rnon tata knbsls pemecintshan
::‘-::ma.pma:“ Toarsipan Untuk
Luar i ", knpnnitas Gxleal, Memperkunt Meavorl
2.24.02.1.01.06 | Penciptaan dan Pemeliharaan Af Jumlah daftar Arsip Dinamis "‘""’“Dl;:_":“ 17.000.000 Seaiadl Tiwne 500 arsip 18.000.000 Asmp | e, Lopenien s orsimeng
Daersh aluntabiitas sert pem. Tata Kelola
mufatan tekooleg = Pemerintakan
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PRt D0 HKinerjn K Prioritas Priorites
No Hode Bidang Program (outcome) dan Target Target : 2 ey e
““"""::;"""'m Hegistan [Output) Lolkasi Capainn Rutnlon: e Fogn Lokaai Capaian m't'hw ” Dana
Meni prmpelengne
Jumlak arsiparis yang memilik g Wl A o ""‘"""‘;::l
kompetens dalam e P
4 X nuitns fakal Memperkunt Memori
2.24.02.1.01,07 | Pemilihan Arsip Teladan Ly Aanchul, Liatar 47,000,000 Sumuel, Luse | 30.orang 27.000,000 AP |spacatar kapuic e ot
kst gty Dcral e presioart - Tata Kelola
arsiparis velnda FPemerlntuhan
msuny pelyanan pubdk yang
Mnci nghatian peuyelengsn
ran, tatn dadola
frusrn
Sunlah ORMAS, ORPOL, Palembang, e b s u.mm Tt
b volah Palembang, Samse, . aparatur, knpanites fiskal, m
2.24,02,1.01.08 ; FD PRIMD yRag D o e 83500000 Sumeel, Lusr | 58 Insearui 000903 AT s panin das Holektif Bangm dan
Fureckegen v i Cl e Wi Daerah aluntabditas serts pem Tats Kelola
e pelaymus publil yang 2
Lot
rann tata kelola -
. Transformasi
yomg baik melabni pe ghate)
dam Untuk
e Palembang,
M i . |umilah Dstabsse Arsiparis Pulsmbang Sumsel, Luar A 27,000,000 APED wlup-n-l-hL Memori
2.24.02.1.01.09 i 28,000,000 Sumsel, Luar &0 crang i e it
trame parma g dan
yang disnaun Duernb Dinerah dnm-ﬁﬂk—l_n:n_-r: Tats Kelols
mraij pelaynaas publk yang
e lorlala pemerintaha
rnan tata Esarsipan Untuk
Penyelenggarann Pengawasan | Jumlah leporan bl Falembang, o bk smnlalud poss ingleatan| tuat Memor
2.24.02.1.01.12 | Kearsipan yang menjadi | wenitoring dan eveluas "‘""’“;:“"'"' Ranc #2.000.000 Sumsel, Luar | 67 Lembaga 250,000,000 APBD | kapasitas dau Kolektil Bungem dan
Kewenangan Provinai peayelenggaran kearupan Dacrah :_p_" oy Tata Kelola
-
Meui ngkatkan peayricoggs
rang tats kelols
Transformasi
Frng baik melshii pro isglatas
dan Untuk
Jumlsh OPD den LKD Palembnng, dand hapaaitan Sakil Memperkuat Mamoci
2.24.02.1.01.13 | Femberian Penghargaan - |iub/ Kot yang menerima TARMIS Som T 49000000 Sumuel, Luar | T G 45000000 L g Kolektit Bagen dan
" perghnegaasn Terth Aruip Dacrab ountahiito wertn pem Tata Kelola
mennju palayanan publik yeng Rematiytainn
‘herkuakitag
— ikalola pemerintahes
O . Transformasi
ynng baik melabai pen inghntan| -
A epalbil Uatuk
Pengelolaan Arsip Statis Duerah ey Sumsnl, Luar oy 100 152.140.000 APBD | “Peetar, kapsaitus fiaknl. Memperkuat Memori
224.02.1.02 | Statis Dasrab Provinsi yang Dearsh 4.42.000 Suml, Luar P —pr— Holektif Bangsa dan
tercapal | aluntabilitas serta pem Tata Kelols
nenujs pelayanan pabll yag
— leelola pemecintabon
TRAD tAtA
Transformasl
yang baik melsbu pon inglatan, .
) s TUntuk
Pengumpulan dan Peoyampaian. Jumlah Salinan Otentik Naskah) Palembasg, , kapasitna Sakl, Memperkunt Memorl
2.24.02.1.02.01 |Slinan Orentic Naskah Adk Arsip | Anl Terjogn yrng diloumpullows | 731 Samsel, Lusr Sumeed, Luar | 100% : P Koloktif Bunge dan
Tetjnga kepnda ANRI disampaikan Kepada ANRI Daerah akisstabilinn asrts pom Tata Kaloln
mema palmranen publk yeng
Wiens ngkatons peayeimggs
rans tata kelols pemermtabian
A Transformasi
yamg baik melshii pen ingkatan
vt Untuk
P b Arsip Palembazg, _ o sl Memperkunt Memorl
2.24.02.1.02.04 |Statin melalui Penechitan Nasksh | b : Tmerih e Sumsel, Luar 100% B = trane parans| dan Holektif Banges dan
Sumber Arsip Lo Dmersh uerta Tats Helols
mfntan erkmnlig mfaran: Pemerintaban
menuy pelaysnan publl yung
Memi nghtkan peuyeleagms
ran tutan kebsla
Transformasi
yang bask melabs pro ghatan
3 ey Tntuk
K ~ Palembang, Mamerl
2.24.02,1,02.05 | Atcsisint Arsip Statin Ainmiah Arep Stathy yazg PUIMOAN SRt e 56,000,000 SBumsel, lumr | 150 Arsip 76,500,000 iy | et Ropatam S '“'m""-’_* sy
Daeral alkuntabiias serta pem. Tutz Keloln
mmlntman teknobgi Pemerintahan
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Ha Kode Bid Program {outcoms) dan Targot I Dwernh mluhnl i
Urasan/Program/Kegistan Output) Lolas ml Innwlt i, o Lokasi Capuian mml I:'"" i """'n
Bub Kegiatan Kinerjn
oy onlnla pemarintabn
Taan tata
!mhl*::ﬁhiwhm 'mm:::‘
2.24.02.1.02.06 mw?{md‘; siadoiialel, i s Palombang Sumssl, Luar 8343000 Burssal, Lase 150 Arsip 76.640.000 APBD ::“m L-pzuﬂlhﬂ. mﬁnw -—Mm
Mk il Wnlla dinknea Fneeah Dasrah wleunzabilitan aerts pris Tats Kelols
menugu pelayammn pubbk yaog Bomfabiiin
Memi ngkatknn peuyelengga
raan taia kelols pemerintahan
,-gba‘:.upn-ﬁm “""’":::.
Simpul Jaringan Falembnng, Jeaprsitne g abilinn v
2.24.02.1.03 Dby iabion T foruanid aid o Fengelolan Simpul Jarinagn FPalembang, Sumsel, Luar 177,500,000 Srasraal, Linas 100% 367.500.000 APBD w-.\w-.:-u.l. Memporkunt Memori
Hewrsipan Nasional Tingkat Dusrah braua parana: Holsktil Bangea dan
Sasional Tingkat Provinsi ot Daerah | aluntahdlitas serta pem Tuta Keloln
nafitann teknolog & Fomwintbas
ety polayanan publk yuog
| Mosii reglantionn
rmams tata kelola pesinrm tatisn f
Jumlah Peoggna Informasi, ey bignrazeeol
ki Leckoranl, ANt G g i Pelommbacy nratur, kepaaitns fiskal, Memperkuat Memori
2.24.02.1,03.01 |Layanen Kearsipan Tingiat Dacrah mmd'"ml:x:hw b oo 108.000.000 Sumamel, Luns {5000 pesgmunal i S L ipniscrcrmn Rolektif Baagem dan
Provinsi Melalui JIKN : 2 n Duerah aluntabilitan serta pem Tabn
dalom Aplikasi ‘ ] Kelola
menn palapmnan publk yang
Beni pemyslengga
rans tata leslola pemarintaban
. Transtormasi
| yung hadk malahi peo igknlan
Pemberdaynan Knpasitan Unit alils g Fniuipars Palembang, b o i)
2:24.03.1.03.02 [Kearsipan i Leubaga Kearsipan | Pomr o Ui Keaeeipen FRAbYE Sutdl, Ty £9.500.000 Sumael, Luar | 38 Laporan 67.500.000 Kpeip[iiear by ity | - Mowmpeitant Masac]
0 o b fOPD yang diberdayakan Dasrsh tTaGs paran Holelktil gea dan
Dacrah Proviosi s Daerah |slusabitican verta pem ‘Tutn Kalol
i mofatann trknologi Prarintakais
msui pelayansn publi yaug
ey kelln pemantabas
Tmam Eata
Parssntase Tercapainyn yang balk melahisi pan ingloatan hm:::.*
A Palembang, npeiion da Toatimipt
Perlindun; dan dusrah Provinsd Palembang Sumsel, Luar aparatas, kapoasee Gakal, Memperkuat Memori
2,24.03 Dol o “ g $9.350.000 Sumsel, Lunr 100% 117,836,065 e ot
yelamatan Arsip gmbung Desenh Dasrab akuntabilitas
dibubarkan, dan pamekaran ta pas Tats Kelola
anfutasn teknologl mformasi r——————
dasrah Esbupaten/Kota memiju pelepanan publk yang
Fued loslals pemasintaha
T tata
Parsentass Tercapuinys mm‘-ﬂlhllﬂﬂhdﬂ- tnllm
v v Fulembang
Pamerintah Dasrah Provinei yang Sumsel, Lunr 100% 90,836,065 APED + bmnsitan fiakal, Memperkunt Memori
2.24.03.1.01 | i Reteasi di bassah 10 Do P ung Duerak 26.350.000 Sumsel, Luar traus paransi dan Kolektif Banges dan
bun | memitii Retensi di bawah 10 Dasrak wintabilitnn werta pem mx::.
mhun menap pelayuman publk yang
Meni penyelnggn
raan tats kelola prmerintalan
4 2 Transformanl
g bk melshui pon ingkar|
Ariip J\lnll.hhpy\nn.dn:ﬂndm Palemk knpanitas dan knpalitan mn‘vn:n
2.24.03.1.01,03 |yang Memilili Retonai di Bawnh 10 |7 kg Suorsl fomr 7 Sumeel, Luas 1500 Arsip SgatLe e Eolelktif Bangs da
" arnip yang memilild & hawah Duerah par g dan
kil retensi 10 {sepulub) Tahun el westa e Tata Ealols
aindogl tahan
‘meauju pelayansm publik vang B
Mers ughatinm peuy ey
Fordladin, den humlah Arsip yang dinilsi dan 2 oo stk mlebul pon glatan, Untuk
inry, Penetapan wang P i itan dae
F Arnip i kan untuk i Sumsel, Luar 1500 21.500.000 , knpasitas fiskal, Memperkuat Memorl
2.24.03.1.01.04 e h B eputa e 26.350.000 Sumeel, Lunr Aramp w,......:m ;mmmmpu
(Sepubah) Tahun retonst 10 {sepubab) Talun anfatann teknologi i Femerintahan
mesigi pelaysnss public yang
erkmalitan
Mem nghatkan proyeleogis
raan Lats kelols
E Trassformasi
yang baik melalui pen ingkaten|
Uatuk
Autentifikasi Arsip Staths dan Arslp Pulosibang. Bumsel, Luse M",,:....— mwm.xn-m
2.24.03.1.04  |Hasil Alih Media yang Dikeloln T 63,000.000 100% 27.000.000 APED m""‘"’" s ‘Eolekctir B v
oleh Lembaga Kearsipan Proviowl Powsh nkisstabelitus werta pes Tutn Keloln
wmﬁnﬂ‘mrﬂm‘um Pemerintahan
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IoSimdnget NOC R 00N Indikator Kinesja e Semesan TRk 257 S
e T i Mmm Tasgot Hebatohan Dana/Pags | Sumber Turget | o rtahan Dann Pagn | Sumber Desenh Nesicusl
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Hinetja Kinerja

Penilainn dan Penatapan Hasil Alh ;-:imm—hlﬂmmhm Tra

Medin Seauai Perayaratan umlah arsip yang dindlal das Flsbiiog. i ipan Untuk
L T 3 PR it Arain Sumsel, Lusr 3 uparatiir, loapasitan ekal, Momperkuat Memor|
2.24.03.1.04.02 ek o y e Bl Tk £3.000.000 ool e AL truin pasnai don Holektlf Banges dun

‘ o A assisad ?’"’"...;, Perjaminan m-h-n::;:: pom Tutn Keiola

| Arsip etz peluysmian prsbik yong e

Jumlnh 12.699.569.033 14.849.083.635,00
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Pembina Utama Madya (Iv/d)
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